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- PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

JI. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113

E-Mail : Diknaskotahekasifa@yahon.com
BLEKASI ;

18 Tehun 2005 tentang Standar Nasion;

B KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

42 NOMOR : 188.4/ k32 -Dik.3.3/III/2017

SF _ TENTANG ;

:,T_’ IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK [TK)

tr:*. “TK RUMAH CERDAS CIBUBUR"”

7 ..;1 | WALIKOTA BEKASI,

{.J Menimbang a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia
T Dini (PAUD) yang terprogram, efektif dan cfisien dipandatg
i perlu diselenggarakan dalam bentuk Satuan PAUD Tamas
'_.-"3,::,1 Kanak-Kanak;

e b. Behwa  berdasarkan  Berita Aeara  Nomor

5 - 421.10/006/Dik,3.3/[/2017  tentang  Verifikasi  Izin
e Pendirian Satuan Pendidikan TK Fumah Cerdas Cibubur
g tanggal 20 Februard 2017;

*“‘ c. Bahwa berdasarken pertimbangan schagaimana dimaksud

: :-.‘ : pada huruf a, dan huraf b di atas, maka dipandang perlu
15T untuk  menetapkan lzin Pendirdan TK Rumah Cerdas
Lo Cibubur dengan Keputusan Walikota:

e

= ‘Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 téntang
l,:i_,:, Pembentukan Kotamadya Daersh Tingkat I Bekasi
1.:)!_ (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
A 111, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia -
.7 Nomor 3663); : R
ﬁ"r:-, 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentsang Yayasan -
e {Lembaran Negara Republile Indonesia Tehun 2001 Nomor
o 112,  Tambahan Lembearan Negars Republik' Indonesia -
-'*:F- Nomor 4132); i
LS 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem -
ot Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik ndonesia’
.'_:’f,f._.:' Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara -
ot Republik Indonesia Nomor 4301}; ;
Yy 4. Undang-Undang - Nomor 23 Tahun 2014 tentang -

b Femerintahan  Daerah = (Lembaran Negara Republik

f"‘?-;';f,l Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambshen Lembaran
LR Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebhagaimana -
;,t:} telah diubah  dengan Peraturan Penggant Undang- -
L Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ferubahan Kedua | ¢
"_A: Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanz | &
;‘E-"-r" Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara = Repuhlik. -
_) Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembarsn --
-;j, Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 2
43 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tshun 2005 tentang
e l Standar Nasional Pendidikan (Lembatan Negara Fepublilkk -
] Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran -
= Megara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah -
AL I:- - diubah dengan Persturan Pemerintah Nomor 32 Tahum -
‘-qr. : : 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor ™~
r "J" L-l'_—"—-"'—'-' - e
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2 | Memperhatikan ;1.

10.

11.

------ [Lembaran Negara Republik® Indonesia Tahun 2013°
Nomor-7 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54 10);

Peraturen Pemerintah Nomor 38 Tahun' 2007  tentang
Pembagian Urusan  Pemerintahan antara Pererinitah,
Pemerintahan Daerah Provinsi ‘dan Pemerintahan Daerah -
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tndonesia”
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4‘?3?]

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang -
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidilan {Lembaran
Negara - Republik Tndonesia  Tahun- 2010 Nomer 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2103), ~ sebagaimensa tclah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelengparssn Pendidikan (Lembaran
Negara - Republik  Indonesia - Tahun 2010 Nomor - 42
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Stander Pendidikan Anak
Usia Nni; .

Peraturan Dasrah Kota Bekasi  Nomor 03 Tahun 2008
tentang Urussan Pemerintah Wajib dan Pilihan vang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi [Lembaran Dacrah
Tahun 2008 Nomor 3 Seri EJ;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008
tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 6 Seri D scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Deerah Kota Belasi Nomor 06 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah  Kota
Bekasi Nomor 06 Tehun 2008 tentang Dinas Daerah Kota:
Eeleasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Serd D);

Peraturan Daecrah Kota Bekasi Nomor 13 Tshun 2014
Tentang Pengelolaan dan - Penyvelenpgaraan Pendidikan di
Kota Bekasi{Lemmbaran Daerah Kota Bekasi Nomor 13 sen-
Ptraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2014 l::rntang"
Pedoman  Pendidan  Satuan = Pendidikan = Jenjang
Sekolah/Madrasah  Pendidikan Nonformal Informal dan
PAUD di Kota Bekasi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 847 4 §

Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Arnalk -
Usia Dini;

Peraturan Walilcota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang -
Tata cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan -

Madrassh Swasta di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Memberikan [zin Pendirian kepada Satuan PAUD TK Rumah -
Cerdas Cibubur Yayasan Pendidikan Murah Hati di Perum.
Teman Laguna Blok, F No. 7 & 9 Rt. 002/002 Kelurahan
Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi:

Setelah Surat Keputusan lzin Pendirian ini diterbitkan |
maka satuan PAUD TK dapat melakukan Xkegiatan .
operasional dan  wajib  melaporkan - penyclenggaraan . -
sebagaimana  dimaksud - pada Diktum - pertama, palmg 05
zedikit 1 (satu) tahun sekali melakukan daflar ulang;
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Apabila terjadi pelanpggaran dalam penyelenggaraan satuan.
PAUD Taman Kanak-Kanak sebagaiman distur dalam -
Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014

izin Pendirian sebagaimana - dimeksud pada Dildom:
KESATU Keputusan ini akan ditinjau kembali: ;

Keputusan Walikota ini mulai berlal sejak tanggal
ditetapkan -

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal, of Maret 2017

mnm BEKASI AT
2 mﬁiﬂ#ﬁgms PENDIDIKAN,

s

Tembusan : : :‘_
Yth. 1. Dirjen PAUD dan DIKMAS -Kemenﬁiw
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Ba i

3. Walikota Bekasi (sebagai laporan);
4. Camat Jatisampurna.
5. Kepala UPTD PNFI & PAUD Kecamatan Jatisampurna,

tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka-f :




